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Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yang dicanangkan sejak tahun 2005
sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik
(good governance) telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian
Keuangan. Reformasi birokrasi dimaksud dilaksanakan melalui penataan organisasi,
penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit
eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga Kementerian Keuangan diharapkan

dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun, dalam upaya Kementerian Keuangan memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat, tidak menutup kemungkinan adanya pejabat/pegawai di lingkungan
Kementerian Keuangan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses
reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan
diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan
dan masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya

sangat diperlukan. :

Dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian
Keuangan dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau
penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan Pimpinan Kementerian Keuangan agar
tercipta sistem pengawasan silang di kalangan pegawai Kementerian Keuangan, Menteri
Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 /PMK.09/2010 tentang
Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)

di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Melalui pelaporan pelanggaran yang disampaikan oleh pejabat/pegawai Kementerian
Keuangan maupun masyarakat kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada
Unit Eselon I dan/atau Inspektorat Jenderal, yang kemudian ditindaklanjuti, diharapkan
dapat menumbuhkan budaya/kultur kepedulian di kalangan pejabat/pegawai Kementerian
Keuangan terhadap pola hidup yang tidak wajar maupun perilaku koruptif demi perbaikan
serta memberikan efek jera bagi pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang melakukan

penyimpangan dan /atau penyalahgunaan wewenang.
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Agar pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (whistleblowing)
di Lingkungan Kementerian Keuangan dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, dan
dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan
tindak lanjut pelaporan pelanggaran untuk menjadi pedoman bagi Unit Kepatuhan Internal
atau Unit Tertentu dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu, diperlukan
pula pengaturan mengenai pelaporan dan publikasi pelaksanaan pengelolaan pelaporan
pelanggaran. Pengaturan dimaksud dituangkan dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan

sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010.

II. DEFINISI

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Unit Kepatuhan Internal, yang selanjutnya disingkat UKI, adalah unit kerja setingkat
Eselon II di lingkungan Unit Eselon I yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan

internal di lingkungan Unit Eselon I yang bersangkutan.

3. Unit Tertentu, yang selanjutnya disingkat UT, adalah unit kerja setingkat Eselon II
di lingkungan Unit Eselon I yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I,

untuk menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan.

4. Inspektorat Bidang Investigasi, yang selanjutnya disingkat IBI, adalah unit kerja setingkat
Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang ditetapkan sebagai koordinator
pengelolaan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan Kementerian

Keuangan.

5. Aplikasi adalah aplikasi pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran serta
pelaporan hasil pengelolaan pelaporan pelanggaran yang disediakan oleh Inspektorat

Jenderal.
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. Setiap pejabat/pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan dugaan pelanggaran

oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Demikian pula masyarakat yang melihat
dan mengetahui adanya pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang
diberikan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, juga dapat

melaporkan hal dimaksud.

. Laporan dugaan pelanggaran atau pernyataan tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan

pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, disampaikan melalui saluran
pengaduan yang disediakan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) c.q. Inspektorat Jenderal
dan/atau Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan/atau Unit Tertentu pada Unit Eselon I
yaifu:

a. Langsung (help desk);

b. Surat;

c. Telepon;

d. Kotak Pengaduan;

e. Layanan pesan singkat (SMS);

f. Surat elektronik (Email); dan/atau

g. Faksimili.

. IBI, UKI dan UT wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor. UKI dan UT diperbolehkan

mengungkapkan identitas pelapor pelanggaran hanya kepada IBL

. Setiap pelapor yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register yang

diperoleh melalui Aplikasi. Nomor register pelapor digunakan sebagai identitas pelapor
dalam melakukan komunikasi antara pihak pelapor dengan penerima laporan
(IBL, UKL, UT).

. Terhadap laporan pelanggaran dengan identitas pelapor yang jelas (nama dan alamat),

IBI, UKI, dan UT wajib memberikan jawaban/respon secara tertulis kepada pihak pelapor
dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan tersebut

diterima.
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6. IBI, UKI dan/atau UT melakukan verifikasi atas setiap laporan pelanggaran yang

diterima yaitu:

a. Verifikasi oleh IBI:

1)

2)

3)

Apabila materi laporan pelanggaran terkait dengan tugas dan fungsi (tusi) Unit
Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, agar dilakukan kajian/ analisis.

Apabila materi laporan pelanggaran tidak terkait dengan tusi Unit Eselon I
di lingkungan Kementerian Keuangan, agar diteruskan ke instansi/lembaga

terkait.

Apabila materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas:

a) Jika identitas pelapor jelas, agar dimintakan informasi tambahan (belum dapat
ditindaklanjuti);

b) Jika identitas pelapor tidak jelas/tidak ada, pegawai yang diduga melanggar
tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pegawai yang dilaporkan
telah meninggal (tidak dapat ditindaklanjuti).

Verifikasi oleh UKI atau UT:

D)

2)

Apabila materi laporan pelanggaran terkait dengan tusi Unit Hselon I yang
bersangkutan, agar dilakukan kajian/analisis.

Apabila materi laporan pelanggaran tidak terkait dengan tusi Unit Eselon I yang
bersangkutan agar diteruskan ke Unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya

yang terkait atau ke instansi/lembaga diluar Kementerian Keuangan.

Apabila materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas:

a) Jika identitas pelapor jelas, agar &imintakan informasi tambahan (belum dapat
ditindaklanjuti);

b} Jika identitas pelapor tidak jelas/tidak ada, pegawai yang diduga melanggar
tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pegawai yang dilaporkan
telah meninggal (tidak dapat ditindaklanjuti).

7. Kajian/analisis atas laporan pelanggaran oleh IBL, UKI, UT memuat hal-hal sebagai
berikut:

ST o

© poo

foa

Dugaan kasus;

Unit kerja terkait;

Pokok permasalahan / materi pelanggaran;

Ketentuan yang dilanggar;

Kesimpulan;

Rekomendasi:
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1) Rekomendasi atas kajian/analisis yang dibuat oleh IBI adalah:
a) Ditindaklanjuti dengan audit investigasi;
b) Meminta Inspektorat terkait untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan;
¢) Melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (surveillance).
2) Rekomendasi atas kajian/analisis yang dibuat oleh UKI atau UT adalah:
a) Ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
b) Laporan pelanggaran diteruskan ke IBI, apabila:
(1) terdapat dugaan pelanggaran berat;

(2) pejabat/ pegawai Kementerian Keuangan yang diduga melakukan
pelanggaran, kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya oleh Menteri
Keuangan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

IBI, UKI, UT melakukan audit investigasi dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan.

IBI, UKI, UT dengan pertimbangan tertentu dapat meminta Pimpinan dari Unit Eselon II

yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pengaduan.

10. Pimpinan dari Unit Eselon II yang telah menyelesaikan pemeriksaarn, menyampaikan

11

Laporan Hasil Pemeriksaan kepada IBl, UKI atau UT sebagai pihak yang meminta

dilakukan pemeriksaan.

Hasil audit investigasi dan/atau pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit

Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Latar belakang/ pokok permasalahan;

b. Ruang lingkup;

c. Tujuan audit investigasi/ pemeriksaan;

d. Hasil pemeriksaan- (mencantumkan apa, siapa, dimana, mengapa, kapan dan
bagaimana);

e. Simpulan; dan

f. Rekomendasi.
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Rekomendasi sebagaimana pada butir 11 huruf £, dapat berupa :

a. Penjatuhan hukuman disiplin; . 7

b. Pengembalian kerugian negara;

c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara republik Indonesia;

d. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Apabila dari hasil pemeriksaan, UKI, UT dan/atau Unit Eselon II yang berwenang untuk
melakukan pemeriksaan menemukan adanya indikasi tindak pidana, hasil pemeriksaan
tersebut diteruskan kepada IBI untuk dilimpahkan kepada Penegak Hukum yang

Berwenang.

Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada
Pimpinan Unit Eselon I dan/atau diteruskan kepada pejabat yang berwenang

menghukum.

Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan menjadi dasar
penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai Kementerian Keuangan yang terbukti

bersalah dan bertanggung jawab.

Putusan penjatuhan hukuman disiplin diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
menghukum paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya hasil pemeriksaan dengan

ditembuskan kepada Inspektur Jenderal.

Rekomendasi pengembalian kerugian negara disampaikan kepada pejabat yang

berwenang menindaklanjuti.

IBI memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pelanggaran
yang dilakukan oleh UKI dan UT.

Dalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai pefkembangan dan/atau tindak lanjut
atas laporan pelanggaran yang disampaikan, pelapor dapat menghubungi IBI sebagai

kordinator pengaduan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan identifikasi nomor

register pengaduan yang diperoleh.

Dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas
pertanyaan pihak pelapor, 1Bl menyelenggarakan sistem monitoring mingguan (weekly
monitoring system) atas pelaksanaan penanganan laporan pelanggaran di masing-masing

unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
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21. Inspektur Jenderal melakukan eksaminasi dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau
kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang

berwenang menghukum.

22. Hasil eksaminasi menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan Unit Eselon I atau Menteri
Keuangan untuk meninjau, meralat, dan/atau mengubah putusan penjatuhan hukuman

disiplin.
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. IBI, UKI, dan UT. membuat Laporan Bulanan Kemajuan Pengelolaan Laporan

Pelanggaran di lingkungan Unit Eselon I masing-masing yang disampaikan kepada
Pimpinan Unit Eselon I dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal paling lambat

tanggal 10 setiap bulannya.

. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan Kemajuan

Pengelolaan Laporan Pelanggaran di lingkungan Unit Eselon I disampaikan oleh IBI,
UK, dan UT kepada Pimpinan Unit Eselon I pada hari kerja berikutnya dengan tembusan
kepada Inspektur Jenderal.

. Laporan Bulanan Kemajuan Pengelolaan Laporan Pelanggaran di lingkungan

Unit Eselon I dibuat sesuai contoh format dalam Formulir I11.1.1, Formulir 1II.1.2,
Formutlir I11.1.3, dan Formulir 111.1.4 dalam Bab ini. ‘

. Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi secara triwulanan atau sewaktu-

waktu membuat Laporan Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kementerian Keuangan dan
disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Pimpinan Unit

Eselon 1.

. Laporan Triwulan Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kementerian Keuangan

disampaikan oleh Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi kepada Menteri
Keuangan paling lambat tanggal 25 setiap triwulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 25 Maret;

b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 25 Jun{;

c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 25 September; dan

d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 25 Desember.

. Dalam hal tanggal 25 jatuh pada hari libur, maka Laporan Pengelolaan Laporan

Pelanggaran Kementerian Keuangan disampaikan oleh Inspektorat Jenderal c.q.
Inspektorat Bidang Investigasi kepada Menteri Keuangan pada hari kerja berikutnya

dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Eselon L.

. Laporan Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kementerian Keuangan dibuat sesuai contoh

format dalam Formulir I11.2.1, Formulir 111.2.2, Formulir II1.2.3, dan Formulir 111.2.4 dalam
Bab ini.
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CONTOH FORMAT
LAPORAN BULANAN KEMAJUAN PENGELOLAAN LAPORAN PELANGGARAN

LAPORAN BULANAN HASIL PENGEL OLARN PELAPORAN PELANGGARAN

KEMENT ERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

INSPEKT ORAT JENDERAL
INSPEKT ORAT BIDANG INVESTIGAS!

Paride Bulan:

UNIT ESELONITJEN)

Pelaporan Pelanggaran yang masuk

Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran

D
Masyaraka

Oad
htermel
Pegaval

Tidak Ada
dentilas
Pelapor

Pelimpaha
rydari Ukl
Ut

TOTAL

Dalam
Proses
Pnalisis

Belum Dapal
(ifindaklanjut

Tidak Dapat
dilindakdanjul

Difindaklznjuf ke lzhap pemeriksaan

Pegawal yeng dikenakan Hukdis sesuai PP 83 lzhun 2010

Cilimpatican ke Instansi yang Benverang

Dalam Proses

Selesai

TOTAL

Tidak
Terbuk

Ringan

Sedang

Berat

TOTL

KPK

POLRI | Kejaksaan

TOTAL

MSPEKTORAT JENDERAL

TOTAL
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LAPORAN SULANAN HASIL PENGELOLAAN PELAPORSN PELANGGARM
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UNIT ESELON | SELANTJEN

UNIT KEPATUHAN INTERNAL / UNIT TERTENTU

v

Pariods Bulan:

UHIT ESELON | SELAN TTJEN

Pelaporan Pefanggaran yarg masuk

Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran

Dari Masvaraka!

Dar Intamal
Pagawai

Tidak Ada
Idenfitas Pelapor

TOTAL

Dalam Proses
fnalisis

Balum Dapat
{itindaklanjul

Ticak Dapat
ditindaklanjub

Difmpahkan ke
TENcq Bl

Difndaklanjut ke ‘ahap pemeiisaan

Dafam Proses

Selesal

TOTA

Pegavai yars) dikenakan Hukels sesuai PP 53 fahun 2010

Tidak T erbukl

Ringan

Sedang

Berat

TOTA

MASING-MASRNG UNIT ESELON I

TOTA
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Formulir I11.1.3 |

e Laporan Bulanan Hasil Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran untuk Inspektorat Jenderal

LAPGRAN BULANAN HASIL PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Total s.d. Bufan
Sebelumnya Bular Ini Jumiah %

ITJEN ¢.q. 1BI Tahun Berjalan

| & [JumighLaporan yang diterima

LAPORAN KEMAJUAN 1. Dari masyarakat

PENANGANAN PELAPORAN 2. Dad Internal Pegawai Kemenkeu

PELANGGARAN S.0.31 3. Tidak Ada dentitas Pelapor

DESEMBER 20X 4, Limpahan dari Unit Eselon | lain

b. [Jumlah Laporan yang telah diverifikasi

t. |Jumlah Laposzn yang sedang diwrifikasi

. Dari Jumiah Laposan yang lelah diverifikasi {1b)

. [Jumlah yang dilindaklanjuli dengan anatisis/aian

. [Jumlah yang ticak ferkait tusi Eselon | Kemenkes

.| Jumtah yang perlu disampatkan kembeli ke petapor unbuk dimintakan keterangan tambahan

Laporan Pelanggaran yang tidak dapat ditindaklanjul

a
b
c
d. |Cisimpan menungqu bukd tambahan karena idak jelas identitas petapor
]
f

Laperan yang dimiatakan ke Pimpinan dari Unit Eselon |l yang berwenang anluk memeriksa

Mll. Dari Laporan yang dilindaklanjuti dengan analisiskajian {1la )

& |Ditindaklanjuli dengan Auditinvestigasi

b. [Dileruskan ke Inspeklorat terkail saluk dilzkukan pemeriksaan pendahiuluan

¢. |Dindalanjut dengan pengumpulan bzhan dan kelerangan (suneilance)

iV Laposan yang dilimpzhkan ke inslansi fain

a [KPK

a. |POLRI

b, |Kejaksaan -

Total5.d. Bulan
JENIS HUKUMAN DISIPLIN Sebelumnya Bulan Ini Jumlah
Tahun Berjatan

Pegawai yang dikenakan Hukuman cisiplin sesuai Pesaluran Pemerintah namor 53 tafiun 2010
a. |Hukuman Disiplin Ringan
b. |Hukuman Disiplin Sedang
¢, |Hukuman Disiplin Berat
Total
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Inspektorat Jenderal (dibuat oleh masing-masing Unit Eselon I)

LAPORAN BULANAN HASIE PENGELOLAIN PELAPORAN PELANGGARAN

KEMENT ERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SELAIN ITJEN

LAPORAN KEMAJUAN
PENANGANAN PELAPORAN
PELANGGARMN S.0.31
DESEMBER 20XX

Tota! s.d. Bulan
Sebelumnyz
Tahun Berjalan

Bulan ni

Jumlah

3. fhumlah Laporan yang dilesima

1. Dari masyarakat

2. Dari Internal Pegawai Kemenkey

3. Tidak Ada ldenétas Pelapor

b. [JemizhLaperan yang telah diverifikasi

¢, |Jumizh Laporan yang sedang diverifikasi

Dari Jumlah Laporan yang tefah diverifikasi [ Lb)

Jumlah yang difindakdanjul dengan analisishajian

Jumlah yang fidak terkait tusi Eselon | bersangkutan

JumIah yang disampaikan kembali ke petapor ualuk dimintakan keterangan lambahan

Disimaan menunggu bikd lambahan kazena lidak jefas idenlilas pelapor

Laporan Palanggaran vang lidak dapat diindaklarju

ol I = I = T

|aporan yang dimintzkan ke Pimpinan dari Unit Eslon I yang berwenang unfckmemeriksa

D

<]

ii Laporaa yany difindaklardui dengan analisisfiaian (Ha )

a. |Ditndallanjuli dengan pemerksaan

b. |Oieruskan ke ¥ JEN c.. 1Bl

1, a Dugaan Pelanggazan Berat

2. Ada Kewenangan Menteri Keuangan dalam penjabihan hitkdis

JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Tolal 0. Bulan
Sebelumnya
TahunBegjalan

Bulan Ini

Jumlah

Pagawai yang dikenakan Hukuman disiplin sesuai Pezaturan Pemeriatai nomor 53 tahur 2010

a. Huwman Disipin Ringan

b. [Huinman Disipln Sedang

¢, [Hukuman Disiplin Berat

Total
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Formulir IT1.2.1
e Laporan Triwulanan Hasil Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Masing-Masing Eselon I yang dibuat Inspektorat Jenderal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
LAPORAN TRWULANAN HASIL PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN
TRWULANX TAHUN 20X
Peride Triwufan X Tzhun 200X
Pelepotan Pelanggaran yang Masuk Tindak Lanjut Pengaduan Seav s Difimpahkan ke Instansi yang Berwenang
TR ———. qawal yang dikenakan Hukdis sesuai PP 53 ahun 210
] i i i Datam Pr Bek idak Dapal Bilimpahkan k
UNIT ESELON | KEMENTERW KEUANGAM DaiMaguaiay | DM Tidskada | Pefimpatandai | o0 wamProses | BelumDopal | - TidakOapa impahkan ke ToTA KeK POLR } Kejaksaan | TOTAL
pegawai ksnlitas Pelopor UKiAT Analisis ditindakianjui difindaklanui TENG.q. 181 Dalam Proses Selasai Tidak Teruki Ringan Sedzng Beral TOTA

SEKRETARIAT JENDERAL

DIREKT ORAT JENDERAL ANGGARAN

DIREKT ORAT JENDERAL PAIK

DIREXTORAT JENDERAL BEADAN CUKA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARMY

CIREKTORAT JENOERAL KEKAYAN NEGARA

DIREKT ORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREXTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

INSPEXT ORAT JENDERAL

BAPEPAM -1K

BADAN KESIIAKAN FISKA,

BAOAN PENDIDIKAN DAN PELATIHA KEUANGAN

TOTA,
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rmulir I11.2.2 '

Inspektorat Jenderal

KEMENT ERIAN KEUANGAN

LAPORAN TRIWULANAN HASIL PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

TRMWULAN X TAHUN 204X

Total sd.
Tahun Laly

Tolal s.d.
Triwulan
Sebelumaya
Tahun
Berjalan

Triwulan Ini

Jumlah

%

Jumiah Laporan yang diterima

1. Dari masyarakat

2. Dari Internal Pegawal Kemankeu

3. Tidak Ada ldenitas Pelapor

Jumlah Laporan yang felah diverifikasi

Jumiah Laporan yang sedang diverifikasi

Dari Jumlah Laporan yang telah diverifikasi

Jumizh yang ditindaklanjuti dengan analisiskajian

Juriah yang tidak terkait fusi Eselon [ bersangkutan

Jumiah yang disampaikan kembali ke pelapor unfuk dimintakan kelerangan tambahan

Disimpan menunggu bukli tambahan karena §dak jelas identitas pefapor

Laparan Pelanggaran yang tidak dapat ditindakéanjidi

I I B

Laparan yang dimintakan ke Pimpinan dari Unit Eselon Il yang berwenang unluk memeriksa

.

Dadi

Laporan yang ditindaklanjuti dengan analisisiajian

a.

Ditindaklanjuli dengan pemeriksaan

b.

Diteruskan ke ITJEN c.q. 18l

1, Ada Dugaan Pelanggaran Berat

2. Ada Kewenangan Menlerd Keuangan dalam penjatuhan hukdis

Laporan yang dilimpahkan ke instansi fain

a.

KPK

a.

PGLRI

b.

Kejaksaan

JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Total s.d.
Tahun Lalu

Tofal 5.d.
Bulan

Bulan Ini

Jumlah

Peg

awai yang dikenakan Hukuman disiplin sesuai Perafusan Pemerintah nomor 53 tahun 2040

a.

Hukuman Disiplin Ringan

b.

Hukuman Disiplin Sedang

&

Hukuman Disiglin Berat

Total
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¢ Laporan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran per Jenis Pelanggaran untuk Masing-masing Unit Eselon I

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN
PER JENISPELANGGARAN UNTUK HASNG-HASNG UNITESELON|

TRIWULAN X TARUN 200X
Peride Triwulan X Tahun 201X
HNIT ESELON | KEMENKEU TIDAK JENIS HUKDIS YANG CILMPAHKAN
TOTAL T0TA
. IENSPELANGGIRA SERJEN DJA H 2Jac DJFB BJRN DIPK APy [TJEN BAPEPAM-LK BKF 8PPK TERBUKT! ¢ RINGAY | SEDANG | BERAT KPK POLRI | KEJAKSAMN | TOTAL

1 IPelanggeran Terkalt Tugas dan Fungsi

2 [Pelanggaran Edok Terkail Tugasdan
Fungsi

o

Pelanggaran beringikast Tindak Pidana

TOTAL
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Formulir II1.2.4
e Laporan Triwulan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran per Unit Eselon I yang dibuat

Inspektorat Jenderal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN

PER UNIT ESELON |
- TRIWULAN X TAHUN 20XX

Peride Triwulan X Tahun 20XX

G DILIMPAH
.| UNIT ESELON ENISHUOR TOTAL e D s TOTAL

=
o

RINGAN | SEDANG | BERAT KPK POLRI | KEJAKSAMN
SEKJEN '

DJA

BJP

DJBC

DJPB

DJKN

DJPK

T

DJPU

(=) Qo 1| o3| o | D o —

ITJEN

—e
L]

BAPEPAM-LK

—_—
e

BKF

e
| e}

BPPK

TOTA




T
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BAB IV
TATA CARA PUBLIKASI

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

Publikasi pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran bertujuan untuk
mewujudkan pengelolaan pelaporan pelanggaran yang transparan dan akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan. Publikasi dimaksud dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi bersama-sama dengan Biro
Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal memublikasikan pelaksanaan

pengelolaan pelaporan pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi menyampaikan Laporan
Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerjan Keuangan
yang akan dipublikasikan kepada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat
Jenderal dengaﬁ ketentuan sebagai berikut: '

a. Laporan TriwulanI disampéikan paling lambat tanggal 15 April;

b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli;

c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober; dan
d

. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

3. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka Laporan Triwulan Pelaksanaan

Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan
dipublikasikan disampaikan oleh Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi
kepada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal pada hari kerja

berikutnya.

4. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal memublikasikan
Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dari Inspektorat Jenderal c.g.
Inspektorat Bidang Invéstigasi.

5. Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan
disajikan melalui:
a. Situs resmi Kementerian Keuangan secara berkala paling lambat hari kerja terakhir
tiap triwulanan; dan/atau
b. Salah satu media massa cetak berskala nasional secara berkala setiap bulan April dan

bulan Oktober paling lambat pada hari kerja terakhir bulan yang bersangkutan.
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. Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian

Keuangan dibuat sesuai format dalam formulir IV.1 dalam Bab ini.

. Dalam publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan

Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi dan Biro
Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal wajib menjaga kerahasiaan

identitas pelapor.



Formulir IV.1

o  Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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PELAKSAMAAN PENGELOLARN PELAPORAN PELANGGARAN
KEMENT ERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERIOCE ....SD. ...

Periode Bulan/¥rivelan

Pelaporan Pelanggaran yang mask

Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran

Diimpazhhan ke Inslansi lain

Pegawai yang dikenakan Hukdis sesuat PP 53

Diindaklanjuli ke tah; iks; {ahun 2010
UINIT ESELON | KEMENTERIN KEUANGAN Pelaporan . Pelaporan . Tidak Ad (Khusus [§en} Galam Proses Belum Dasa! TidakDapal ilindakkanjul ke tahap pemeriksaan y )
Pelanggaran dai | Pelanggaran dar denttas Pelanar |1 . TOTA aaalis SindaManiiE diindadanus - TOTAL KPK Kepolisian Kejaksaan ITJEN TOTAL -
masparakal intethal gegawa 340 1 Limpshan Unit Lain f d On Precess Selesal flingan Sedang Beral
SEKRETARIAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKT ORAT JENDERAL PAIAK

DIREKTORAT JENDERAL BEADAN CUKA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHAR AN

DIREXTORAT JENDERA HEKAYAMN NEGARA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERSL PENGELOLASN UTANG

INSPEKTORAT JENDERAL

BAPEPAM - LK

BADAN KEBLIAKAN FISKAL

BADAN PENDIDIKAN DA PELATIHAN KEUANGAN

TCTA
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BABV
PENUTUP

Demikian Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran
(whistleblowing) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan
Pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan untuk
dijadikan sebagai acuan bagi seluruh Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk
menjamin terlaksananya pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran
(whistleblowing) di lingkungan Kementerian Keuangan secara transparan, akuntabel, dan

dapat dipertanggungjawabkan.
A
. MENTERI KEUANGAN,

LEd,

" AGUS D.W. MARTOWARDOJO




